
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1026, 2022 KEMENKO-EKON. Pedoman Pelaksanaan Neraca 

Komoditas.  

 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa neraca komoditas merupakan salah satu bentuk 

upaya strategis pemerintah dalam penerapan prinsip 

perekonomian nasional dalam penyelenggaraan 

perdagangan; 

b. bahwa untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi 

penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas pada 

aplikasi sistem nasional neraca komoditas, perlu 
disusun petunjuk teknis sebagai pedoman bagi 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan 

pelaku usaha; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca 

Komoditas, menteri yang menyelenggarakan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian 
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

perekonomian berwenang melakukan koordinasi dan 

pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan 

pelaksanaan neraca komoditas; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca 

Komoditas; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 100); 

4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang 

Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 48); 

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

NERACA KOMODITAS. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang 

memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas 
tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan 

industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan 

dan berlaku secara nasional. 
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean. 

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 
daerah pabean. 

4. Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan informasi 

terkait kebutuhan dari suatu komoditas sebagai Bahan 
Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan 

industri, Barang Konsumsi, dan komoditas selain 

digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan 

Penolong untuk keperluan industri. 
5. Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi 

terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal dari 

ketersediaan/stok dan/atau hasil produksi. 
6. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan 

sebagai perizinan di bidang Ekspor. 

7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan 
sebagai perizinan di bidang Impor. 

8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, 

atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang 
setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai 

ekonomi yang lebih tinggi. 

9. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai 

pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan 
produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter 

produk yang diharapkan. 

10. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk 
keperluan konsumsi penduduk. 
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11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang tertentu. 

12. Pengelola Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah 
lembaga yang melakukan pengelolaan Indonesia National 
Single Window dan penyelenggaraan sistem Indonesia 
National Single Window. 

13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 

Ekspor dan Impor adalah legalitas yang diberikan kepada 

Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha di 

bidang Ekspor dan Impor. 
14. Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah subsistem dari 

sistem Indonesia National Single Window untuk proses 

penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas. 
 

Pasal 2 

Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk mengatur 
mengenai pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas. 

 

Pasal 3 

Pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas disusun sebagai 
acuan bagi:  

a. Pelaku Usaha dalam rangka menyusun dan 

menyampaikan: 
1. usulan Rencana Kebutuhan untuk kebutuhan 

penduduk atau keperluan industri; 

2. permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan 
Impor; dan 

3. permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor selain 
Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor. 

b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

pembina sektor komoditas dalam melakukan: 

1. verifikasi Rencana Kebutuhan berdasarkan usulan 
Pelaku Usaha; 

2. penetapan Rencana Kebutuhan berdasarkan hasil 

verifikasi usulan Pelaku Usaha;  
3. penetapan Rencana Kebutuhan selain yang 

berdasarkan usulan Pelaku Usaha; 

4. penyusunan Rencana Pasokan; dan  
5. penetapan Rencana Pasokan. 

c. Lembaga National Single Window dalam mengelola Sistem 

Nasional Neraca Komoditas; 
d. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam 

rangka koordinasi penetapan Neraca Komoditas 

dan/atau penetapan perubahan Neraca Komoditas; 

e. Kementerian Perdagangan dalam rangka penerbitan 
Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor berdasarkan 

Neraca Komoditas; dan 

f. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 
terkait dalam rangka penerbitan Perizinan Berusaha 

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor 

berdasarkan Neraca Komoditas. 
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Pasal 4 
(1) Pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas mencakup: 

a. pembuatan hak akses Sistem Nasional Neraca 

Komoditas bagi Pelaku Usaha; 
b. penyusunan Rencana Kebutuhan oleh Pelaku 

Usaha; 

c. penyusunan Rencana Kebutuhan oleh 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

pembina sektor komoditas; 

d. verifikasi Rencana Kebutuhan oleh 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

pembina sektor komoditas; 

e. penetapan Rencana Kebutuhan oleh 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

pembina sektor komoditas; 

f. penyusunan Rencana Pasokan oleh 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 
pembina sektor komoditas; 

g. penetapan Rencana Pasokan oleh 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 
pembina sektor komoditas; 

h. kompilasi data dan informasi oleh Pengelola Sistem 

Nasional Neraca Komoditas; 
i. penetapan Neraca Komoditas; 

j. perubahan Neraca Komoditas; 

k. pelayanan Sistem Nasional Neraca Komoditas dalam 
rangka perubahan Neraca Komoditas; 

l. penetapan perubahan Neraca Komoditas; 

m. penyelenggaraan rapat koordinasi penetapan Neraca 

Komoditas dan penetapan perubahan Neraca 
Komoditas; 

n. penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berdasarkan 
Neraca Komoditas; 

o. monitoring dan evaluasi penyusunan dan 

pelaksanaan Neraca Komoditas; 
p. integrasi data; 

q. hak akses Sistem Nasional Neraca Komoditas bagi 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; 
r. keadaan Sistem Nasional Neraca Komoditas tidak 

berfungsi; dan 

s. sosialisasi/diseminasi Neraca Komoditas. 

(2) Verifikasi Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 
(3) Dalam hal verifikasi Rencana Kebutuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk 

komoditas tertentu yang terkait dengan kesehatan, 
keselamatan, keamanan, dan lingkungan, verifikasi dapat 

dilaksanakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian. 
 

 

 

www.peraturan.go.id



2022, No.1026 
-5- 

Pasal 5 
(1) Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan 

Ekspor dan Persetujuan Impor dilakukan setelah Neraca 
Komoditas ditetapkan.  

(2) Masa berlaku Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan 
Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku Neraca 

Komoditas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim. 
(3) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha Ekspor dan Impor berupa Persetujuan 

Ekspor dan Persetujuan Impor diterbitkan sebelum 
Neraca Komoditas berlaku, perizinan tersebut digunakan 

mulai saat Neraca Komoditas berlaku. 

(4) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 

Ekspor dan Impor berupa Persetujuan Ekspor dan 
Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan 

penetapan Neraca Komoditas tahun sebelumnya, tetap 

berlaku sampai masa berlakunya habis. 
 

Pasal 6 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai: 
a. pedoman pelaksanaan Neraca Komoditas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I; dan 
b. format dokumen pertimbangan penetapan Rencana 

Kebutuhan komoditas tercantum dalam Lampiran II; 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri Koordinator ini. 
(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian setelah mendapat persetujuan dari 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  

 

Pasal 7 
(1) Pegawai aparatur sipil negara dan/atau pegawai non-

aparatur sipil negara pada kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian yang dengan sengaja 
mengisi data dan/atau informasi yang tidak benar 

dan/atau mengakibatkan Sistem Nasional Neraca 

Komoditas menjadi tidak berfungsi, baik sebagian atau 

seluruhnya dikenakan sanksi kepegawaian atau 
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam hal perbuatan pegawai aparatur sipil negara 
dan/atau pegawai non-aparatur sipil negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 

indikasi tindak pidana, diteruskan kepada aparat 
penegak hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 8 
Sistem Nasional Neraca Komoditas dapat disebut SINAS NK. 

 

Pasal 9 
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Oktober 2022 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 
AIRLANGGA HARTARTO 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Oktober 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 
YASONNA H. LAOLY 
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